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ABSTRAK

Angka dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman meningkat setiap tahunnya,
setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang
menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah
mencapai 19 tahun. Untuk mengisi kekosongan hukum acara terkait dispensasi
kawin dalam perundangan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengeluarkan Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili
Permohonan Dispensasi Perkawinan. Pengadilan Agama Sleman memiliki jumlah
perkara dispensasi kawin yang paling banyak di Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta. Permohonan dispensasi kawin dalam rentang tahun 2019 hingga 2022
melonjak tinggi dengan total perkara mencapai 899 permohonan. Namun pada
tahun 2023 permohonan dispensasi kawin mengalami penurunan menjadi 160
perkara. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang
menyebabkan terjadinya penurunan angka permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dengan perspektif efektivitas hukum.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (field research) yang
bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan sosiologi hukum. Adapun sumber
data yang digunakan adalah sumber data primer, yang berupa tulisan atau temuan
yang didapat langsung dari informan yaitu berupa wawancara dengan hakim
Pengadilan Agama Sleman serta didukung dengan sumber data sekunder. Teknik
pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode dokumentasi dan
wawancara.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat dicatat dua kesimpulan.
Pertama, faktor yang menyebabkan menurunnya angka permohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023 adalah karena diterapkannya
Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu ada dua, pertama terkait syarat administrasi yang
harus dipenuhi salah satunya memasukkan surat rekomendasi psikolog. Kedua,
adanya kerjasama Pengadilan Agama Sleman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten
Sleman dalam pelayanan penerbitan surat keterangan dokter bagi calon pengantin
usia dini sebagai syarat dalam pengajuan dispensasi kawin. Upaya-upaya yang
dilakukan sebagai wujud penerapan Perma dilaksanakan pada tahun 2022 yang
mana kemudian baru terlihat hasilnya pada tahun 2023 yaitu penurunan angka
permohonan dispensasi kawin tersebut. Berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat
dikatakan Perma ini efektif atau berpengaruh positif terhadap penurunan angka
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023. Hal
ini karena terdapat tiga faktor yang memenuhi yaitu dari faktor hukum itu sendiri,
faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

Kata Kunci: Dispensasi Kawin, Perma No. 5 Tahun 2019, Efektivitas Hukum



ABSTRACT

The number of marriage dispensations at the Sleman Religious Courts increases
every year, after the enactment of Law no. 16 of 2019 concerning Amendments to
Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, which states that marriage is only
permitted if the man and woman have reached 19 years. To fill the void in
procedural law regarding marriage dispensation in legislation, the Supreme Court
of the Republic of Indonesia issued Perma Number 5 of 2019 concerning
Guidelines for Adjudicating Marriage Dispensation Applications. The Sleman
Religious Court has the highest number of marriage dispensation cases in the
Special Region of Yogyakarta Province. Applications for marriage dispensation in
the period 2019 to 2022 soared high with the total number of cases reaching 899
applications. However, in 2023 applications for marriage dispensation will decrease
to 160 cases. Therefore, this research was conducted to find out what caused the
decline in the number of applications for marriage dispensation at the Sleman
Religious Court in 2023 from the perspective of legal effectiveness.

The type of research used is field research which is descriptive analytical in nature
with a legal sociology approach. The data source used is a primary data source,
which is in the form of writing or findings obtained directly from informants,
namely in the form of interviews with judges at the Sleman Religious Court and
supported by secondary data sources. Data collection techniques in this research
used documentation and interview methods.

Based on the results of the research that has been carried out, two conclusions can
be noted. First, the factor causing the decline in the number of applications for
marriage dispensation at the Sleman Religious Court in 2023 is due to the
implementation of Perma No. 5 of 2019, there are two, the first is related to
administrative requirements that must be fulfilled, one of which is including a
psychologist's recommendation letter. Second, there is collaboration between the
Sleman Religious Court and the Sleman District Health Service in the service of
issuing doctor's certificates for young brides and grooms as a condition for applying
for marriage dispensation. The efforts made as a form of implementation of the
Perma were implemented in 2022 and the results will only be seen in 2023, namely
a decrease in the number of applications for marriage dispensation. Based on the
theory of legal effectiveness, it can be said that this Perma is effective or has a
positive influence on reducing the number of applications for marriage dispensation
at the Sleman Religious Court in 2023. This is because there are three factors that
fulfill it, namely the legal factor itself, the law enforcement factor and the facility
factor.

Keywords: Marriage Dispensation, Perma No. 5 of 2019, Legal Effectiveness
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah sebuah sunnatullah yang berlaku pada semua
makhluk hidup yang ada di permukaan bumi ini. Pernikahan merupakan
jalan terbentuknya sebuah keluarga antara laki-laki dan perempuan melalui
perjanjian yang suci. Pernikahan menjadi satu-satunya sarana yang
disahkan sebagai cara bagi manusia untuk berkembang biak sebagai penerus
bagi mereka. Hampir semua orang berkeinginan dan memiliki rencana
untuk melaksanakannya.! Disebutkan pengertian perkawinan dalam
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir
batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri
dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasar
Ketuhanan Yang Maha Esa.?

Berdasarkan pengertian di atas, maka yang menjadi tujuan pokok
perkawinan adalah membentuk keluarga sakinah, mawaddah, warahmabh.
Tujuan ini sesuai dengan Q.S. Ar-Rum ayat 21:
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! Theadora Rahmawati, Figh Munakahat 1 (Dari Proses Menuju Pernikahan Hingga Hak
dan Kewajiban Suami Istri), (Pemekasan: Duta Media Publishing, 2021), him. 15.

2 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

3 Ar-Rum (30): 21.



Segala sesuatu diciptakan selalu berpasang-pasangan, ada laki-laki
dan perempuan guna meneruskan keturunan. Pernikahan merupakan
karunia sebagai langkah hidup baru untuk melanjutkan generasi mereka.
Sebagai salah satu unsur pokok dalam kehidupan masyarakat, pernikahan
adalah perintah agama, hukum Islam sudah mengatur mengenai hal ini
sesuai dengan syari’at. Islam telah memberikan tuntunan bagi umatnya yang
akan melaksanakan pernikahan, meliputi tata cara beserta aturannya.’*
Mengenai anjuran menikah, sebagaimana dalam firman Allah SWT.
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Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan mengenai perkawinan,
yaitu pada Pasal 2 bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah
pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan
melaksanakannya merupakan ibadah.® Kemudian dalam Pasal 4,
perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai
dengan pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.” Untuk mencapai tujuan pernikahan yaitu keluarga sakinah,
mawaddah, warahmah maka diperlukannya persiapan yang matang, dari

segi fisik, psikis, dan alat reproduksi. Dalam perkawinan ini menjadi

4 Ali Sibra Malisi, “Pernikahan dalam Islam”, SEIKAT: Jurnal llmu Sosial, Politik dan
Hukum, Vol. 1, No. 1 (2022), him. 23.

5 An-Nur (24): 32.
¢ Kompilasi Hukum Islam, Pasal 2.

" Kompilasi Hukum Islam, Pasal 4.



penting, karena dalam membentuk keluarga diperlukan kedewasaan dan
rasa tanggung jawab yang sangat besar. Maka hal ini berkaitan dengan usia
saat dilaksungkannya pernikahan.®

Aturan mengenai batas usia perkawinan pasca perubahan Undang-
Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, yang semula 16 tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-
laki kemudian direvisi menjadi 19 tahun untuk keduanya. Adanya
perubahan ini sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya perkawinan anak,
namun pada nyatanya dispensasi kawin masih dapat diajukan bagi mereka
yang ingin melaksanakan perkawinan walaupun masih dibawah syarat
usia.’ Dalam Pasal 7 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2019 dijelaskan bahwa dapat
dimintakan dispensasi kawin oleh orang tua dari pihak laki-laki dan/atau
pihak perempuan bagi mereka yang ingin melaksanakan perkawinan,
disertakan dengan alasan mendesak dan bukti-bukti pendukung yang cukup.
Meskipun sudah ada perundangan yang mengatur batasan dispensasi kawin,
belum terdapat regulasi yang mengatur secara khusus dalam menangani
proses dispensasi kawin, sehingga menimbulkan pemahaman yang berbeda

diantara para hakim.°

8 Cecep Sumarna dan Neng Hannah, Pernikahan Usia Anak; Problematika dan Upaya
Pencegahannya, (Ciputat: Media Kalam, 2019), him. 5.

® Fahadil Amin Al Hasan dan Deni Kamaluddin Yusup, “Dispensasi Kawin dalam Sistem
Hukum Indonesia; Menjamin Kepentingan Terbaik Anak melalui Putusan Hakim”, Al-ahwal, Vol.
14, No. 1 (2021), him. 87.

10 Sugiri Permana dan Ahmad Zaenal Fananil, Dispensasi Kawin dalam Hukum Keluarga
di Indonesia Kajian Atas Norma dan Praktek Hukum Acara Pasca Disahkannya UU No. 16 Tahun
2019 dan PERMA No. 5 Tahun 2019, (Surabaya: Saga Jawadwipa, 2019), him. 3.



Untuk mengisi kekosongan hukum acara terkait dispensasi kawin
dalam perundangan, maka Mahkamah Agung Republik Indonesia
mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Perkawinan. Keduanya saling
melengkapi menjadi aturan dan petunjuk untuk merespon berbagai hal
mengenai perkawinan khususnya dispensasi kawin. Adanya Perma ini
bertujuan untuk memperketat persyaratan administrasi dalam pengajuan
permohonan dispensasi kawin, dengan kata lain untuk menghambat
perkawinan anak di bawah umur.!* Dalam Perma tersebut terdapat beberapa
ketentuan baru yang mengatur tata cara permohonan dispensasi kawin,
terlebih pada tahap pemeriksaan perkara yang berbeda dengan sebelumnya.
Diperlukannya pertimbangan yang matang dan komprehensif bagi hakim
dalam memeriksa perkara permohonan dispensasi kawin, tetap berdasar
pada fakta hukum yang ada kemudian digali dari berbagai aspek, juga
dengan melibatkan anak yang dimohonkan dispensasi.'?

Dispensasi merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan
peraturan hukum atau undang-undang yang semestinya berlaku. Dalam hal
ini maka dispensasi kawin adalah pengecualian terhadap ketentuan dalam
Undang-Undang Perkawinan Pasal 7 Ayat 1 tentang batas usia minimal

menikah dikarenakan adanya hal atau keadaan tertentu. Pernikahan di

1 1bid., him. 88.

2 Mochammad Agus Rachmatulloh dan Chafidz Syafiuddin, “Praktik Permohonan
Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama (Studi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun
2019)”, Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam, Vol. 9, No. 1 (2022), him. 4.



bawah umur berdampak negatif sehingga menimbulkan masalah baru,
diantaranya rawan perceraian dan rawan kematian ibu serta anak.*®* Dengan
adanya Peraturan Mahkamah Agung No. 5 Tahun 2019 menjadi penting
bagi hakim dalam memeriksa dan mengadili permohonan dispensasi kawin
untuk mengikuti pedoman yang telah dikeluarkan Mahkamah Agung pada
November 2019. Alasan penyusun memilih Pengadilan Agama Sleman
sebagai objek penelitian adalah karena di antara pengadilan agama lainnya
yang terdapat di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pengadilan Agama
Sleman memiliki jumlah perkara dispensasi kawin yang paling banyak.
Berikut merupakan rincian jumlah putusan perkara permohonan dispensasi
kawin.
Tabel 1.1

Jumlah Putusan Perkara Permohonan Dispensasi Kawin

Pengadilan Agama DI Yogyakarta.

No | Pengadilan Agama Tahun

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1 | Pengadilan Agama | 125 287 233 254 160

Sleman

2 | Pengadilan Agama | 108 241 218 171 149

Gunungkidul

13 Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Jannah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam
Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1 (2020), him. 37.



3 | Pengadilan Agama | 124 238 162 154 109
Bantul

4 | Pengadilan Agama | 45 119 79 54 56
Wates

5 | Pengadilan Agama 57 72 64 56 40
Yogyakarta

Sumber : SIPP (Sistem Informasi dan Penelusuran Perkara) seluruh

Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan jumlah putusan perkara di atas, maka dapat diketahui
bahwa dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman adalah yang
terbanyak. Berdasarkan data sistem penelusuran informasi perkara di
Pengadilan Agama Sleman, terlihat bahwa permohonan dispensasi kawin
mengalami  peningkatan, terutama semakin  melonjak  setelah
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian terjadi
penurunan, yaitu pada tahun 2023 terdapat sebanyak 160 perkara dispensasi
kawin dengan rincian 145 dikabulkan dan 15 tidak dikabulkan.* Oleh
karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa yang
menyebabkan terjadinya penurunan angka permohonan dispensasi kawin di
Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dengan perspektif efektivitas
hukum.

Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili

Permohonan Dispensasi Kawin merinci hal-hal terkait dispensasi kawin,

14 STELA, Statitistik Perkara Pengadilan Agama Sleman.



mulai dari bagaimana prosedur permohonan dispensasi kawin, syarat-syarat
yang harus dipenuhi, penyelesaian perkara dispensasi kawin, hingga upaya
hukum. Terdapat perbedaan dalam aspek aturan dan tata cara penyelesaian
perkara dispensasi kawin pasca terbitnya Perma Nomor 5 Tahun 2019
tersebut.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk
mengkaji lebih dalam dengan melakukan penelitian yang berjudul
“Penurunan Angka Permohonan Dispensasi Kawin di Pengadilan
Agama Sleman Tahun 2023 (Perspektif PERMA Nomor 5 Tahun

2019)”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka yang menjadi rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah

1. Apa faktor yang menyebabkan menurunnya permohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023?

2. Bagaimana pengaruh Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap penurunan
angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman

pada tahun 2023?



C. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan Penelitian

a. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan menurunnya
permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada
tahun 2023.

b. Untuk mengetahui pengaruh Perma Nomor 5 Tahun 2019 terhadap
penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Sleman pada tahun 2023.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis, diharapkan mampu memberikan kontribusi dalam
mengembangkan dan memperkaya khazanah keilmuan mengenai
perkawinan, khususnya terkait dengan dispensasi kawin serta
diharapkan dapat menjadi acuan dalam penelitian selanjutnya.

b. Secara praktis, diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi
pertimbangan kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait mengenai

dispensasi kawin.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan deskripsi singkat tentang hasil penelitian
yang membahas subjek yang sama dengan skripsi ini, yaitu mengenai
dispensasi kawin. Dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana penelitian

yang telah dilakukan juga untuk mengetahui perbedaan dari penelitian



sebelumnya. Berikut beberapa penelitian sebelumnya dalam bentuk skripsi,
jurnal, dan tesis:

Tesis yang ditulis oleh Riha Nadhifah Minnuril Jannah dengan judul
“Sikap Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin Pasca Perma No 5
Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya”. Dalam tesis ini dijelaskan
bahwa dikarenakan permohonan dispensasi kawin yang semakin tinggi,
maka hakim perlu untuk mempertimbangkan berbagai alasan yang diajukan
serta melihat dampak yang akan terjadi. Terkait tata cara pemeriksaan
perkara dispensasi kawin termuat dalam Peraturan Mahkamah Agung
Nomor 5 Tahun 2019. Tetapi dalam Perma tidak tercantum dengan jelas dan
rinci tentang alasan mendesak, sehingga dalam memutuskan perkara
dispensasi kawin sepenuhnya diserahkan kepada pertimbangan hakim
dengan melihat berbagai fakta hukum yang ada. Salah satu pertimbangan
hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin adalah kehamilan
pihak perempuan, karena dikhawatirkan terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan.®® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis
yaitu tema penelitian mengenai dispensasi kawin. Yang membedakan
adalah pembahasannya, penelitian ini membahas tentang sikap hakim dalam
penyelesaian perkara dispensasi kawin, kemudian teori yang digunakan pun

berbeda.

15 Riha Nadhifah Minnuril Jannah, “Sikap Hakim dalam Penyelesaian Dispensasi Kawin
Pasca Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Surabaya”, Tesis, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Sunan Kalijaga, him. 125.
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Skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan
Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021”, yang
ditulis oleh Muhammad Dwi Atmoko pada tahun 2023. Dalam skripsi ini
dijelaskan bahwa yang menjadi pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim
Pengadilan Agama Sleman dalam mengabulkan dispensasi nikah
dikarenakan alasan mendesak yaitu, karena telah hamil, dikhawatirkan zina
dan telah melahirkan anak. Berdasarkan teori sadd az-zari’ah sejalan guna
mencegah tindakan yang membuat berlarutnya hal yang melanggar syari’at
Islam.® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis dalam
tema penelitian dan objek penelitian, yang membedakan adalah tahun
penelitian serta teori yang digunakan.

Skripsi oleh Nurul Hidayati yang berjudul “Implementasi PERMA
Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama
Demak dalam Perspektif Hukum Islam”. Tulisan ini menyebutkan bahwa
terhadap Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Dispensasi Kawin, dalam
Hukum Islam tidak terdapat pembahasan terkait dispensasi kawin, juga
tidak ada ketentuan mengenai batasan usia perkawinan. Menurut Hukum
Islam dispensasi kawin diperbolehkan karena tidak bertentangan dengan
figih. Ketika mengabulkan dispensasi kawin harus berdasarkan asas dalam
Perma Nomor 5 Tahun 2019, karena hukum Islam itu melindungi yang

berarti ketika suatu perbuatan itu mempertimbangkan asas tersebut harus

16 Muhammad Dwi Atmoko, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Penetapan Dispensasi
Nikah di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2020-2021”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN
Sunan Kalijaga Yogyakarta, him. 68.
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tidak bertentangan.!” Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian
penulis dari subjek penelitian, yang membedakan adalah bahasan, teori dan
ruang lingkup serta objek penelitian.

Skripsi dengan judul “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan
terhadap Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Bantul Tahun 2015-20217, yang ditulis oleh Salsabil Citra Cendana Putri
pada tahun 2022. Dalam penelitiannya dinyatakan bahwa setelah perubahan
batas usia pernikahan yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 16
Tahun 2019, dispensasi nikah di Pengadilan Agama Bantul meningkat
secara signifikan dari tahun 2015 hingga 2021. Dengan adanya perubahan
ini, diharap dapat menjadi upaya pencegahan pernikahan di bawah umur
dan demi kepentingan terbaik untuk anak perlunya semangat pencegahan
perkawinan anak. Pengajuan dispensasi kawin harus berdasarkan alasan
mendesak, sangat terpaksa untuk dilakukan karena tidak ada pilihan lain.®
Penelitian ini memiliki kesamaan tema dengan penelitian penulis. Yang
membedakan bahwa penelitian ini membahas tentang dampak perubahan
batas usia pernikahan, objek penelitian dan teori yang digunakan juga

berbeda.

17 Nurul Hidayati, “Implementasi Perma Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Dispensasi Kawin
di Pengadilan Agama Demak dalam Perspektif Hukum Islam”, Skripsi, Fakultas Syari’ah [AIN
Kudus, him. 59.

18 Salsabil Citra Cendana Putri, “Dampak dari Perubahan Batas Usia Pernikahan terhadap
Perkara Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Bantul Tahun 2015-2021”, Skripsi,
Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, hlm. 91.
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Skripsi yang ditulis oleh Fitriati Salamah dengan judul “Implementasi
Perma No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir Terjadinya
Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)”. Dalam skripsi ini
dijelaskan bahwa hakim memiliki pemahaman yang beragam mengenai
alasan mendesak dalam pemberian dispensasi kawin, seperti sudah eratnya
hubungan pasangan dan adanya kekhawatiran orang tua, namun alasan
tersebut dinilai belum cukup untuk bisa diterima oleh hakim. Kemudian
karena pendidikan yang sudah tidak berlanjut, ekonomi keluarga yang
kurang, telah melakukan hubungan badan sehingga terjadinya kehamilan di
luar perkawinan. Dari segi kepastian hukum, terkait dengan implementasi
Perma No. 5 Tahun 2019 dalam upaya meminimalisir perkawinan anak
tidak terpenuhi sebab masih terdapat perbedaan penafsiran di kalangan para
hakim terkait batasan dispensasi kawin. Karena belum adanya kepastian
hukum mengenai batasan dispensasi kawin dalam Perma ini menyebabkan
banyak hakim yang mengabulkan dispensasi kawin dengan berbagai alasan,
sehingga implementasi Perma dalam upaya meminimalisir perkawinan anak
tidak dapat terealisasi karena perkawinan anak masaih banyak terjadi
melalui dispensasi kawin.® Penelitian ini memiliki kesamaan dengan
penelitian penulis dari segi tema. Yang membedakan adalah subjek serta
objek penelitian, teori yang digunakan pun berbeda, dan fokus bahasan yang

berbeda.

19 Fitriati Salamah, “Implementasi Perma No. 5 Tahun 2019 dalam Upaya Meminimalisir
Terjadinya Perkawinan Anak (Studi di Pengadilan Agama Garut)”, Skripsi, Fakultas Syari’ah dan
Hukum UIN Syarif Hidayatullah, him. 74.
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Tulisan dalam bentuk artikel oleh Allika Fadia Tasya dan Atik
Winanti yang berjudul “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya
Perma Nomor 5 Tahun 2019”. Jurnal ini menyatakan bahwa penetapan
dispensasi kawin ini harus menganut prinsip kepentingan terbaik bagi anak.
Hal ini dilakukan dengan mendengar pendapat anak, melihat kondisi fisik
dan psikis dari hasil medis dan konsultasi dengan psikolog atau lembaga
terkait. Perma Nomor 5 Tahun 2019 menyebutkan bahwa anak merupakan
amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai
manusia sesuai dengan undang-undang perlindungan anak. Mengenai hak
anak serta kaitannya dengan proses dispensasi kawin juga selaras dengan
Pasal 12 dalam Konvensi Hak Anak bahwa setiap anak berhak
mengemukakan pendapatnya secara bebas dan pendapatnya berhak
didengar serta dipertimbangkan untuk mengambil keputusan yang nantinya
akan berpengaruh di kehidupannya. Walaupun sudah ada undang-undang
yang mengatur mengenai hak-hak anak tetapi masih perlu regulasi lainnya
yang benar-benar mengimpletasikan jaminan terkait hak tersebut.
Kenyataannya perkawinan anak justru membuat anak tidak mendapatkan
haknya secara maksimal.?’ Penelitian ini memiliki kesamaan dari segi tema

penelitian. Yang berbeda adalah dari subjek serta objek penelitian.

20 Allika Fadia Tasya dan Anik Winanti, “Dispensasi Perkawinan Anak Setelah Adanya
Perma Nomor 5 Tahun 20197, Jurnal E-Civics: Wajah Hukum, Vol. 5, No. 1 (April 2021), him. 247.
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E. Kerangka Teoretik

Perkawinan sebagai suatu perbuatan lahiriah antara dua insan manusia
yang hendak membentuk sebuah keluarga, dengan tujuan agar terciptanya
kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Mengenai
perkawinan sudah diatur dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan
Kompilasi Hukum Islam.?

Dalam rangka mewujudkan tujuan di atas yaitu kehidupan rumah
tangga yang harmonis tentu tidaklah mudah, salah satunya diperlukan
persiapan dan kematangan psikologis juga alat reproduksi tiap pasangan.
Hal ini berkaitan erat dengan usia. Karena belum adanya kematangan fisik
dan mental, bagi pasangan yang melakukan pernikahan di usia anak maka
belum sepenuhnya memahami hak dan kewajibannya. Pasca perubahan
Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yaitu Undang-Undang No.
16 Tahun 2019 yang membahas mengenai batas usia pernikahan, semula 16
tahun untuk perempuan dan 19 untuk laki-laki, direvisi menjadi 19 tahun
untuk keduanya. Maka untuk melaksanakan pernikahan di bawah batas usia
ini, perlu untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan

Agama setempat.?

21 Safrin Salam, “Dispensasi Perkawinan Anak di Bawah Umur: Perspektif Hukum Adat,
Hukum Negara & Hukum Islam”, Pagaruyuang Law Journal, Vol 1, No. 1 (Juli 2017), him. 111.

22 Ahmad Mugqaffi dkk., “Menilik Problematika Dispensasi Nikah dalam Upaya
Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi UU Perkawinan”, Journal Of Islamis And Law Studies,
Vol. 5, No. 3 (2021), him. 15.
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Dispensasi kawin merupakan suatu pengecualian terhadap ketentuan
dalam Undang-Undang Perkawinan yaitu pada pasal 7 ayat 1 tentang batas
usia minimal menikah dikarenakan adanya hal keadaan tertentu. Terdapat
dampak negatif juga munculnya permasalahan dalam hal perkawinan di
bawah umur, diantaranya rawan perceraian, rawan kematian anak dan ibu,
dan rentan kemiskinan.?

Dalam teori sosiologi hukum terdapat berbagai teori tentang realitas
hukum atau efektivitas hukum dalam masyarakat, yang menunjukkan
berbagai faktor yang memengaruhi realitas hukum atau efektivitas hukum
dalam masyarakat, baik faktor internal ataupun eksternal. Kata efektif
berasal dari bahasa Inggris yaitu effective yang berarti sukses atau
mengerjakan sesuatu dengan hasil yang baik. Dalam kamus ilmiah populer
kata efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau
menunjang tujuan. Kata efektivitas ini berasal dari kata efektif, yang berarti
suatu akibat atau hasil yang diinginkan terjadi dalam suatu tindakan. Setiap
pekerjaan yang efisien dimaksudkan untuk menjadi efektif karena dilihat
dari segi hasil dari tujuan yang ingin dicapai oleh tindakan tersebut.?

Sedangkan dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah sesuatu yang

23 Haris Hidayatulloh dan Miftakhul Janah, “Dispensasi Nikah di Bawah Umur dalam
Hukum Islam”, Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol. 5, No. 1 (April 2020), him. 37.

24 Djaenab, “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat”, Ash-Shahabah:
Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 4, No. 2 (2018), him. 149.
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mempunyai pengaruh (akibatnya, pengaruhnya, kesannya) sejak peraturan
perundang-undangan itu berlaku.?

Efektivitas merupakan tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan,
ukuran dalam arti tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan
sebelumnya. Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah
dikatakan efektf jika ada dampak hukum yang positif, hukum mencapai
sasarannya dalam membimbing atau merubah perilaku manusia sehingga
menjadi perilaku hukum, masyarakat berperilaku sesuai dengan yang
diharapkan oleh peraturan perundangan tersebut. Apabila seseorang
mengatakan bahwa suatu kaidah hukum berhasil atau gagal mencapai
tujuan, maka hal itu biasanya diukur apakah pengaruhnya berhasil mengatur
sikap tindak atau perilaku tertentu, sehingga sesuai dengan tujuannya atau
tidak.?® Efektivitas hukum secara sederhana dapat dikatakan sebagai suatu
proses yang bertujuan agar hukum dapat ditegakkan secara efektif. Efektif
atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh lima faktor:

1. Faktor hukumnya sendiri (undang-undang)
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk maupun
menerapkan hukum

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

% pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), him. 284.

% Soerjono Soekanto, Sosiologi Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta: Rajawali, 1985), him.
103.

27 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, (Depok:
RajaGrafinfo Persada, 2022), him. 8.
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4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan di mana hukum tersebut berlau
atau diterapkan
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang
didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, karena
merupakan suatu esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur

daripada efektivitas penegakan hukum.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu teknik pengumpulan data guna
memecahkan masalah penelitian dan menemukan solusi dari suatu
masalah.?®  Untuk mengumpulkan data dalam skripsi ini, penulis
menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian
Penulis melakukan penelitian berupa penelitian lapangan (field
research) yang datanya diperoleh secara langsung di suatu tempat atau
lokasi yang dipilih sebagai objek penelitian.?® Dalam penelitian ini
sumber informasi terdapat di Pengadilan Agama Sleman, yaitu berupa

wawancara dengan hakim dispensasi kawin.

28 Marinu Waruwu, “Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif,
Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)”, Jurnal
Pendidikan Tambusai, Vol. 7, No. 1 (2023), him. 2897.

2 Muhammad Arsyam dan M. Yusuf Tahir, “Ragam Jenis Penelitian dan Perspektif”, Al-
Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam, Vol. 2, No. 1 (2022), him. 3.
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2. Sifat Penelitian
Sifat penelitian yang akan penulis gunakan yaitu deskriptif analitis.
Metode deskriptif merupakan sifat penelitian yang menggambarkan
suatu peristiwa dengan data akurat dan diteliti secara sistematis.®® Yang
mana hasilnya kemudian dianalisis menggunakan teori. Dalam hal ini
maka penurunan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan
Agama Sleman Tahun 2023 ini kemudian dianalisis menurut Perma
Nomor 5 Tahun 2019 dan efektivitas hukum.
3. Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum.
Pendekatan sosiologi hukum merupakan pendekatan terhadap hukum
sebagai suatu norma atau kaidah yang bertujuan untuk melihat dan
mengetahui sejauh mana penerapan PERMA No. 5 Tahun 2019 tentang
Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dalam hal ini
penulis melakukan analisis penurunan angka permohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023 dari perspektif Perma
Nomor 5 Tahun 2019 menggunakan teori efektivitas hukum.
4. Sumber Data
Sumber data yang penulis gunakan dalam penyusunan skripsi ini,

yaitu:

30 Syafrida Hafni Sahir, Metodologi Penelitian, (Yogyakarta: KBM Indonesia, 2021), him.
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a. Data Primer
Sumber data primer yaitu sumber utama yang berupa tulisan
atau temuan penelitian yang didapat langsung dari informan berupa
perkataan atau tindakan. Penulis akan melakukan wawancara
dengan hakim Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data
dan informasi yang lebih mendalam serta akurat yang berkaitan
dengan tema ini.
b. Data Sekunder
Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu bahan
kepustakaan berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,
artikel, dan sumber-sumber yang relevan dengan penelitian ini.
5. Teknik Pengumpulan Data
Penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data dalam
penyusunan skripsi ini, yaitu:
a. Dokumentasi
Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat dan
melakukan analisis berbagai dokumen yang berkenaan dengan
skripsi ini. Dalam hal ini, penulis menggunakan data berupa
penetapan Pengadilan Agama Sleman Tahun 2022-2023 mengenai
perkara permohonan dispensasi nikah yang ditelusuri melalui

website resmi Pengadilan Agama Sleman.
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b. Wawancara
Penulis akan melakukan wawancara dengan hakim
Pengadilan Agama Sleman guna mendapatkan data dan informasi
yang lebih mendalam serta akurat yang berkaitan dengan tema ini.

6. Analisis Data

Proses analisis dilakukan dengan menelaah seluruh data yang
dikumpulkan baik dari hasil wawancara, dokumen, juga dokumentasi
yang sudah didapatkan. Penulis melakukan analisis data menggunakan
penelitian  kualitatif yang disajikan secara deskriptif dengan
mengumpulkan dan menggambarkan data-data yang didapatkan dengan
bentuk kata-kata dan gambar. Kemudian metode analisis yang
digunakan adalah metode deduktif dengan cara menghubungkan

ketentuan dan teori yang sudah ada dengan hasil wawancara.

G. Sistematika Pembahasan
Perlu adanya sistematika pembahasan guna memberi gambaran umum
tentang penelitian. Dalam penulisan ini, tersusun dari lima bab yang di
setiap bab terdiri dari beberapa sub bab sebagai berikut:
Bab pertama, merupakan pendahuluan sebagai pengantar secara
keseluruhan pada penelitian. Bab ini terdiri dari latar belakang masalah,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka yaitu

menelusuri sumber-sumber penelitian tentang Perma Nomor 5 Tahun 2019
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dan dispensasi kawin yang sudah dilakukan sebelumnya. Kerangka teoretik,
metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, berisi penjelasan mengenai tinjauan umum tentang
perkawinan dan dispensasi kawin. Bab ini terdiri dari tujuan dan hikmah
perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan,
hukum perkawinan, batas usia perkawinan, pengertian dan dasar hukum
dispensasi kawin dan regulasi dispensasi kawin berdasarkan Perma No. 5
Tahun 20109.

Bab ketiga, berisi tentang gambaran umum Pengadilan Agama
Sleman, dan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman. Bab ini terdiri
dari beberapa sub bab meliputi: sejarah, visi dan misi, wilayah yusridiksi,
struktur organisasi, permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama
Sleman, dan faktor-faktor yang memengaruhi permohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Sleman tahun 2023.

Bab keempat, berisi tentang analisis penurunan angka permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023 ditinjau
berdasarkan perspektif Perma Nomor 5 Tahun 2019 dan teori efektivitas
hukum.

Bab kelima, merupakan penutup pembahasan yang berisi kesimpulan

jawaban atas rumusan masalah, saran-saran dan penutup.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya maka
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor yang menyebabkan menurunnya angka permohonan dispensasi
kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023 adalah karena
diterapkannya Perma No. 5 Tahun 2019, yaitu ada dua, pertama terkait
syarat administrasi yang harus dipenuhi salah satunya memasukkan surat
rekomendasi psikolog. Kedua, adanya kerjasama Pengadilan Agama
Sleman dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dalam pelayanan
penerbitan surat keterangan dokter bagi calon pengantin usia dini sebagai
syarat dalam pengajuan dispensasi kawin. Kemudian Pengadilan Agama
Sleman juga menjalin kerjasama dengan Himpunan Psikologi Indonesia
(HIMPSI) Wilayah DIY dalam pelayanan psikologi kesehatan mental
calon pengantin di bawah usia 19 tahun untuk melakukan perkawinan.

2. Berdasarkan teori efektivitas hukum, dapat dikatakan bahwa Perma ini
efektif atau berpengaruh positif terhadap penurunan angka permohonan
dispensasi kawin di Pengadilan Agama Sleman pada tahun 2023. Hal ini
dikarenakan terdapat tiga faktor yang memenuhi yaitu dari faktor hukum

itu sendiri, faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas.

75
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B. Saran
Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan penulis, maka saran dari

penulis adalah sebagai berikut:

1. Diperlukannya kesadaran hukum oleh masyarakat terkait pernikahan di
bawah umur mengingat hal-hal negatif sebagai akibatnya. Upaya ini dapat
dilakukan melalui tokoh-tokoh masyarakat juga orang tua agar dapat
memberikan perhatian lebih dan melakukan pengawasan yang lebih kuat
terhadap budaya pergaulan bebas yang dapat berimbas pada tingginya
angka dispensasi kawin.

2. Diharapkan upaya-upaya yang telah ada dan dilaksanakan oleh Pengadilan
Agama Sleman dan Pemerintah Daerah guna mengurangi perkawinan
anak tetap dilanjutkan bahkan terus mengalami peningkatan dalam

pelayanannya.
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